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I. Latar BelakangKetimpangan penguasaan dan kepemilikantanah di Indonesia memicu berbagai konfliktanah di Indonesia. Masifnya alih fungsi lahanuntuk kebutuhan industri seperti perkebunanskala besar, pertambangan, dan pembangunaninfrastruktur membuat masyarakat, terutamaperempuan terancam kehilangan hak merekauntuk akses dan mengelola tanah. Berbagai caradilakukan oleh para investor untuk menda-patkan tanah, salah satu yang dilakukan adalahdengan cara merampas, dan menguasai wilayahkelola masyarakat. Ketimpangan penguasaandan kepemilikan tanah bukan hanya terjadiantara investor dan masyarakat, tapi juga ter-jadi antara perempuan dan laki-laki. Jumlahperempuan yang menguasai tanah atau memi-liki tanah lebih sedikit dibandingkan laki-laki.Ketimpangan penguasaan tanah ini, seringmenimbulkan gesekan dan memicu konflik-konflik agraria di Indonesia. Investor meng-ambil alih wilayah kelola masyarakat denganbantuan militer, sehingga memicu tindakrepresif. Dalam situasi ini, perempuan sangatrentan menjadi korban. Sepanjang kekuasaanJokowi-JK sejak tahun 2014, sederet konflikagraria yang disertai kekerasan dan kri-minalisasi semakin masif terjadi. KonsorsiumPembaruan Agraria mencatat, konflik agraria diseluruh wilayah meliputi areal seluas2.399.314,49 hektar, lebih dari 731.342 KKmenghadapi ketidakadilan dan konflik ber-kepanjangan. Dari konflik tersebut sebanyak954 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63orang mengalami luka serius dan 44 orang

tewas1. Sedangkan secara akumulatif sepanjangempat tahun (2015–2018) pemerintahanJokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1771 letusankonflik agraria di Indonesia2 yang menyebabkanterjadinya kekerasan, kriminalisasi, maupunkematian. Dari rentetan korban konflik agraria,setidaknya 71 perempuan teraniaya ataumengalami kekerasan dan 18 perempuandikriminalisasi. Sayangnya data terpilah genderyang tersedia hanya mencakup Tahun 2017–2018. Data korban perempuan yang mengalamikekerasan akibat konflik tanah, hingga kinimasih sulit teridentifikasi. Hal ini disebabkankarena sistem data terpilah untuk korbankonflik dan sengketa tanah belum menjadistandar di Indonesia, terutama di tingkatpemerintahan. Tidak adanya data terpilah inimenyebabkan persoalan perempuan menjaditersembunyi dan tidak dilihat sebagai persoalanserius baik oleh negara maupun pejuangagraria.Kondisi perempuan tanpa tanah berdampakkepada semakin langgengnya ketidakadilangender yang dialami perempuan. Perempuandengan peran gendernya yang dianggap sebagai“perawat dan penjaga” keluarga terpaksa harusbekerja keras agar perekonomian keluargatetap dapat bergerak. Hilangnya wilayah kelolamasyarakat berdampak pula pada hilangnyakedaulatan perempuan atas pangan, sertakearifan lokal mereka, baik dalam pemuliaanbenih, maupun ritual yang dilakukan pasca
1 http://kabarindiependen.com/2013/04/konflik-agraria-
makinparah/
2 Disarikan dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan
Agraria 2015-2018.
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panen. Di wilayah perkotaan, masifnya proyekinfrastruktur berdampak kepada digusurnyarumah-rumah warga. Penggusuran warga iniberbuntut pada proses relokasi yang tidakmanusiawi, kompensasi yang tidak adil, dantidak dilibatkannya perempuan dalam prosesnegosiasi maupun diskusi menentukan jumlahkompensasi.
II. Fakta PermasalahanTanpa didukung kebijakan pertanahan yangberperspektif adil gender, maka akan sulit bagiperempuan untuk dapat berdaulat atas tanah.Perempuan masih terdiskriminasi dan termarji-nalisasi dalam penguasaan, pemilikan maupunpengelolaan tanah. Selain itu, perempuan meng-alami dampak yang berlapis akibat konflikagraria, terutama yang disertai dengan kekera-san dan kriminalisasi oleh aparat terhadapmasyarakat yang berjuang. Beberapa fakta per-masalahan yang dialami perempuan dalam kai-tannya dengan tanah antara lain sebagaiberikut:
a. Perempuan terdiskriminasi dan termar-

jinalisasi dalam pemilikan, penguasaan
dan pengelolaan tanahBerdasarkan data BPN, 56% aset berupaproperti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanyaoleh 0,2% penduduk Indonesia. Ketimpangantidak hanya terjadi antara pengusaha denganmasyarakat, tapi juga antara perempuan danlaki-laki. Ketimpangan pemilikan dan ataupenguasaan tanah antara laki-laki dan perem-puan yang terjadi antara lain di Desa Barati,Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah, di mana perbandinganpenguasaan tanah di Barati sendiri masihdidominasi oleh laki-laki dengan perbandingan90:103. Situasi serupa juga terjadi di Desa SeriBandung, Kabupaten Ogan Ilir - SumateraSelatan, di mana surat keterangan hak usahaatas tanah atas nama perempuan hanya 15,7%,sedangkan atas nama laki-laki 84,3%4.Sistem adat di Indonesia menjadi salah satufaktor yang menyebabkan terjadinya ketim-pangan penguasaan atau kepemilikan tanah di

3 Data SP Poso 2016.
4 Data SP Palembang, 2015.

Indonesia. Seringkali perempuan tidak men-dapatkan hak atas tanah karena terhalangsistem adat. Seperti yang terjadi di KabupatenPariaman Sumatera Barat, meskipun secaraadat perempuan dikatakan sebagai pemiliktanah pusaka, namun pada kenyataannya yangterjadi adalah hak atas tanah tersebut tidakdengan mudah mereka peroleh, karena dalampraktiknya yang mengatur dan memutuskanmengenai tanah tersebut diambil alih oleh laki-laki sebagai Ninik Mamak (Kumpulan Mamakatau saudara laki-laki)5. Sedangkan tanahsebagai warisan dalam budaya adat tertentuseringkali hanya jatuh ke tangan laki-laki,seperti yang terjadi di Lombok Nusa TenggaraBarat, di mana hak atas tanah yang bersumberdari waris terhalang oleh Adat Lombok yangmenyatakan bahwa hanya laki-laki yang berhakatas waris tanah.Hal serupa terjadi di Suku Batak Toba, karenalaki-laki dianggap menerus keturunan danmarga, maka saat orang tua meninggal, warisandiberikan semua untuk anak laki-laki.Sedangkan untuk istri yang ditinggal meninggaloleh suami, maupun bercerai tidak mendapatwarisan. Warisan jatuh ke tangan anak laki-lakinya, namun bila tidak memiliki anak, makawarisan akan jatuh ke tangan saudara laki-lakisuami. Jadi perempuan sama sekali tidakmemiliki akses atas tanah sebagai warisan, baiksebagai anak, istri yang bercerai, maupunditinggal mati suami.Budaya patriarki inilah yang kemudianmembuat perempuan kehilangan haknya atastanah. Perempuan yang dalam peran gendernyadiposisikan berada di ranah domestik, dianggaptidak mampu untuk mengelola aset, atauproperti keluarga. Sedangkan laki-laki yangterbiasa dan diposisikan di ruang publik,pencari nafkah utama keluarga diyakini mampumengelola aset dan properti keluarga tersebut.Hal ini dapat berdampak semakin ter-gantungnya perempuan terhadap laki-laki, danmembuat hak mereka atas tanah semakindiabaikan.
5 Data SCN, 2010.
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b. Perempuan tidak diakui sebagai subjekKetimpangan penguasaan dan kepemilikantanah antara perempuan dan laki-laki, di manajumlah perempuan yang memiliki atau me-nguasai tanah masih sangat sedikit, berdampakterdiskriminasinya perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait penge-lolaan tanah yang selama ini mereka kelola.Sistem budaya patriarki yang kuat telahmengakibatkan posisi dan peran perempuandalam penguasaan dan kepemilikan tanahmenjadi tidak diakui dan diperhitungkan olehkeluarga, komunitas dan negara. Tanpa alas hakkepemilikan dan atau penguasaan atas tanah,serta peran gender yang menempatkanperempuan di ranah domestik, membuatperempuan terdiskriminasi ini untuk meng-akses informasi terkait tanah yang merekakelola, karena informasi biasanya berputar diranah publik. Tanpa informasi yang jelas,membuat perempuan tidak dapat memberikanpandangan/pendapatnya, maupun dilibatkandalam ruang pengambilan keputusan, termasukdalam mengakses sarana dan prasaranapertanahan. Padahal perempuan memiliki andilbesar dalam pengelolaan tanah.Di sektor pertanian, perempuan terlibat mulaidari persemaian benih, menanam benih,membersihkan, memberi pupuk, dan memanen.Pekerjaan memelihara dan merawat lebihbanyak dikerjakan oleh perempuan dibandinglaki-laki6. Namun pekerjaan tersebut sering kalidiabaikan. Sensus Pertanian 2013 menunjukkanjumlah petani perempuan hanya 23,16%dibandingkan petani laki-laki sebesar 76,84%dari total 31,70 juta petani di Indonesia,sedangkan dari jumlah rumah tangga usahapertanian sebanyak 26,14 juta, 23,14 jutarumah tangga usaha pertanian memiliki petaniutama berjenis kelamin laki-laki dan 3,00 jutarumah tangga memiliki petani utama berjeniskelamin perempuan. Hal ini merupakan salahsatu bentuk pengabaian yang dilakukan Negaraatas peran perempuan dalam pengelolaan tanahdi sektor pertanian. Dengan tidak dihitungnyaperan perempuan, membuat kebutuhan merekapun tidak terakomodir. Hal yang sama terjadi
6 Briefing Papper “Keadilan Agraria Untuk Perempuan”
September 2016.

pada perempuan korban penggusuran, merekajarang dilibatkan dalam ruang pengambilankeputusan terkait proses negosiasi ganti rugi,maupun dalam menentukan tempat relokasi.
c. Meningkatnya beban perempuan akibat

kehilangan tanah sebagai sumber-sumber
kehidupanHilangnya akses dan kontrol perempuan ataslahan, berdampak kepada semakin beratnyabeban kerja perempuan. Peran perempuan,yang dianggap sebagai penjaga keberlanjutankeluarga, harus bekerja serabutan untuk dapatmemenuhi kebutuhan ekonomi suami dan anak.Para perempuan yang biasanya bertani, tanpatanah terpaksa alih profesi menjadi buruhmigran di luar negeri yang minim perlindunganatau menjadi buruh murah (buruh cuci, buruhtani, ataupun buruh harian lepas dariperusahaan). Seperti yang terjadi di DesaLasang Barat, Kecamatan PolongbangkengUtara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan,dimana tanah masyarakat diambil alih olehPTPN XIV Unit Takalar untuk dijadikanperkebunan tebu. Para perempuan petani initerpaksa harus beralih profesi menjadi pekerjarumah tangga, pedagang kaki lima, dan menjadiburuh tani dengan upah yang sangat rendah7.Selain sumber ekonomi, tanpa tanah perem-puan juga kehilangan nilai sosial dan budaya.Saat tanah-tanah diambil alih untuk tujuaninvestasi, maka kearifan lolal, ritual adat, sertanilai gotong royong yang selama ini terbangunketika mengelola tanah dalam mengelola tanahpun ikut hilang.

d. Dampak berlapis yang dialami perem-
puan akibat konflik agrariaKonflik agraria seringkali dipicu akibat terjadiperampasan tanah wilayah yang dikelolamasyarakat oleh investor. Perampasan tanahyang sering melibatkan militer ini, kerap kalimenjadikan masyarakat sebagai korban,terutama perempuan. Berikut dampak-dampakyang terjadi akibat konflik agraria:
 Kekerasan fisik dan psikologisBentuk kekerasan fisik dan psikologi yangdialami perempuan saat terjadi konflik agraria,

7 Data SP Anging Mammiri Makassar, 2016
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terutama yang melibatkan aparat keamananatau kepolisian adalah intimidasi, kekerasan,dan kriminalisasi. Peristiwa-peristiwa tersebutmenimbulkan dampak trauma yang berbedaterhadap perempuan. Mereka harus meng-hadapi intimidasi dan mengalami ketakutanuntuk beraktivitas di luar rumah, karenakhawatir akan ditangkap atau mengalamikekerasan. Ini terjadi pada perempuan dananak-anak di desa Sukamulya, Kab. Majalengka,dimana wilayah kelola mereka akan dijadikanBandara Internasional Jawa Barat. Saat terjadipenggukuran di desa Sukamulya oleh BPN dandidampingi oleh aparat, terjadi konflik yangmengakibatkan belasan orang terluka, termasukperempuan, dan 6 orang dikriminalisasi. Pascakejadian ini perempuan dan anak mengalamitrauma, takut untuk beraktivitas di luar rumah,takut bila sendirian di rumah, dan cemas saatmendengar suara keras di jalan8, dan paraperempuanlah yang harus memulihkan traumayang dialami anak-anak mereka akibat terordan kekerasan yang terjadi sebagai akibat darikonflik agraria.Sedangkan para perempuan di Ogan IlirSumatera Selatan, selain kehilangan sumberpendapatan akibat tanah mereka dirampasuntuk perkebunan tebu oleh PTPN VII CintaManis, mereka juga harus mengalami situasimenjadi “tameng” keamanan keluarga, apabilapara laki-laki ditahan polisi ataupun menyem-bunyikan diri untuk menghindari kriminalisasi.Perempuan harus menjaga rumah dan men-jawab pertanyaan dari brimob yang sedangmelakukan penyisiran mencari suami-suamimereka. Perempuan yang suaminya ditangkap,terpaksa berhutang untuk bisa menjenguksuaminya setiap harinya di dalam tahanansambil menanggung beban menghidupi sendiridirinya dan anak-anaknya sejak suaminyaditahan9. Bahkan dalam kasus ini, perempuanpun tidak luput dari tindak kekerasan dankriminalisasi oleh aparat.Selain kekerasan yang dilakukan aparat, tindakkekerasan lain juga rawan dialami perempuanpasca konflik, khususnya dalam kasus peng-gusuran, seperti yang terjadi di Parangkusumo,
8 Data investigasi Konflik Tanah Sukamulya, 2016.
9 Data SP Palembang 2012.

Bantul Yogjakarta, warga digusur dari wilayahmereka untuk tujuan pembangunan infra-struktur. Warga korban penggusuran terkatung-katung tinggal di tenda, tanpa tindakan cepatdari pemerintah. Ada 12 KK yang sudah 2 bulantinggal di tenda, yang ditinggali 22 orang laki-laki, 20 orang perempuan, 6 orang anak, dan 2orang balita. Selama mereka tinggal di tenda,sudah beberapa kali kedatangan pencuri untukmenjarah saat malam hari10. Situasi ini sangattidak aman, apalagi situasi setelah penggusuran,listrik dipadamkan, sehingga kondisi di wilayahtersebut sangat gelap. Dalam situasi iniperempuan dan anak-anak menjadi rentanmengalami kekerasan seksual dari orang yangtidak dikenal.
 Kerugian MaterilSaat terjadi konflik agraria, hal yang juga seringterjadi adalah kerugian materi yang dialamiwarga. Saat terjadi penggusuran di Pasir GumukParangkusumo, yang terjadi 14 Desember 2016lalu, warga Parangkusumo yang mayoritasberternak, terpaksa harus menjual kambing danayam mereka dengan harga murah, karenadalam kondisi tanpa tempat tinggal, tentu sajatidak memungkinkan untuk memelihara ternak.Selain itu, warga juga mengeluhkan barang-barang yang rusak, dan hilang yang saat terjadipenggusuran, dibawa aparat Satpol PP ke BalaiDesa11. Sedangkan warga Sukamulya, terpaksagagal panen, karena sawah yang seharusnyasegera panen terinjak-injak oleh aparat.

III. Landasan HukumDengan berbagai permasalahan yang dialamiperempuan atas tanah, sudah seharusnya adakebijakan pertanahan yang dapat melindungihak perempuan atas tanah. Berikut ini adalahkebijakan di Indonesia yang menjadi referensiatau menjadi pendukung adanya kebijakanpertanahan yang melindungi hak perempuanatas tanah.a. UUD 1945 Pasal 28H (2) yang menyatakanbahwa Setiap orang mendapat kemudahandan perlakuan khusus untuk memperolehkesempatan dan manfaat yang sama guna
10 Data Investigasi SP “Konflik Tanah Parangkusumo”, 2016.
11 Ibid.
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mencapai persamaan dan keadilan danPasal 28I (2) Setiap orang berhak bebasatas perlakuan yang bersifat diskriminatifatas dasar apa pun dan berhakmendapatkan perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat diskriminatif itu.b. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentangPembaruan Agraria dan PengelolaanSumber Daya Alam Pasal 4 huruf fmenyatakan bahwa Pembaruan agrariadan pengelolaan sumber daya alam harusdilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Mewujudkan keadilan termasukkesetaraan gender dalam penguasaan,pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, danpemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.c. Undang-undang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 menjamin hak perempuanatas tanah melalui pengaturan Pasal 9Ayat (2), yang menyatakan “Tiap-tiapwarga-negara Indonesia, baik laki-lakimaupun wanita mempunyai kesempatanyang sama untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah serta untuk mendapat manfaatdari hasilnya, baik bagi diri sendirimaupun keluarganya”d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentangDesa yang mengatur bahwa Kepala Desadan Badan Permusyawaratan Desaberkewajiban melaksanakan kehidupandemokrasi dan berkeadilan gender,termasuk menjamin keterlibatan danpartisipasi perempuan dalam pemba-ngunan dan pengambilan keputusan didesa.e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014Pasal 121 Ayat 2 yang menyatakanpelaksana kegiatan pembangunan desaditetapkan dengan mempertimbangkankeadilan gender.f. Kesetaraan dan keadilan gender menjadisalah satu tujuan pembangunan yangditetapkan dalam Undang-Undang (UU)No. 17/2007 tentang Rencana Pemba-ngunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005–2025 yang juga dijabarkan dalamPeraturan Presiden Republik IndonesiaNo. 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015–2019. Salah satu arahkebijakan pengarusutamaan gender yangtermuat dalam RPJMN 2015–2019 adalahmeningkatkan kapasitas kelembagaanPUG, dengan strategi antara lain (1)Penyempurnaan proses pembentukanperaturan perundangan-undangan dankebijakan agar selalu mendapatkanmasukan dari perspektif gender; dan (2)Pelaksanaan review dan harmonisasiseluruh peraturan perundangan-undangandari UU sampai dengan peraturan daerahagar berperspektif gender, termasuk dibidang sumber daya alam dan lingkungan.g. Tujuan ke-5 Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDG’s),yaitu mewujudkan kesetaraan gender danmemberdayakan semua perempuan dananak perempuan, dan dalam pengelolaansumber daya alam secara khusus terdapatdalam target 7 yaitu Melakukan reformasiuntuk memberikan hak yang sama ter-hadap sumber daya ekonomi, serta akseske kepemilikan dan kontrol atas tanah danbentuk-bentuk lain dari properti, jasakeuangan, warisan dan sumber daya alam,sesuai dengan hukum nasional, dengandidukung oleh target 9, yaitu Mengadopsidan memperkuat kebijakan dan per-undang-undangan berlaku untuk promosikesetaraan gender dan pemberdayaanperempuan dan anak perempuan di semuatingkatan.h. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pemba-ngunan Nasional. Di mana di dalam Inprestersebut juga disebutkan bahwa Pengaru-sutamaan gender dilaksanakan salahsatunya dengan melaksanakan analisisgender untuk mengidentifikasi danmemahami ada atau tidak adanya dansebab-sebab terjadinya ketidaksetaraandan ketidakadilan gender, termasukpemecahan masalahnya.
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IV. RekomendasiDengan berbagai permasalahan yang dialamiperempuan terkait hak atas tanah, maka perluada kebijakan pertanahan yang dapatmelindungi hak perempuan atas tanah. RUUPertanahan harus mampu menjadi solusi dariberbagai permasalah tersebut. Berikut poin-poin penting yang menurut SP pentingterintegrasi ke dalam RUU Pertanahan.
1. Mengintegrasikan prinsip keadilan

gender dalam RUU pertanahan melalui
penegasan azasPenegasan secara khusus mengenai asaskeadilan gender penting untuk menjadi dasardan sebagai acuan dalam keseluruhanpengaturan, pengurusan, pengelolaan danpengawasan pertanahan untuk menjamin hakperempuan dan sebagai bentuk perlindunganterhadap diskriminasi dan ketidakadilan genderyang dialami perempuan akibat sistem hukum,adat dan budaya dalam hal pertanahan. Hal iniuntuk menghilangkan ketimpangan pengua-saan, kepemilikan, pengelolaan dan peman-faatan serta menjamin perlindungan dankeadilan bagi perempuan dan laki-laki dalammengakses, mengontrol dan memanfaatkan,termasuk mengambil keputusan atas tanahsebagai sumber kehidupan dirinya, keluarganyadan komunitasnya.Selain prinsip keadilan gender, perlu jugadipastikan bahwa hukum adat tidakmenghilangkan hak perempuan atas tanah,terutama terkait warisan. Perlu ditegaskandalam RUU ini, bahwa perempuan dan laki-lakimemiliki hak yang setara atas tanah warisan.

2. Penegasan perempuan sebagai subjek
atas tanahRUU Pertanahan harus dapat menjamin hakperempuan atas tanah, termasuk melindungikepemilikan dan penguasaan perempuanterhadap tanah saat berhadapan dengankepentingan pihak lain yang memilikipenguasaan atas akses terhadap tanah melaluirelasi kuasa yang mereka miliki, baik ditingkatkeluarga (ayah, suami, paman) maupun ditingkat komunitasnya (tokoh masyarayat, tokohadat) yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki.

RUU Pertanahan harus menjamin hak perem-puan sebagai pemilik tanah yang memiliki hakpemanfaatan (withdrawal), hak pengelolaan(management), hak pelarangan (exclusion) danhak pengalihan (alienation). Karena Hak kepe-milikan dan penguasaan perempuan atas tanahsaja, tidak secara otomatis menjamin perem-puan memiliki akses terhadap tanah tersebut.Perlu ada penegasan secara khusus mengenaiperempuan sebagai subyek hak atas tanah didalam RUU Pertanahan untuk menjaminpenghormatan, pemenuhan dan perlindunganhak perempuan atas tanah, baik dalam halakses, kontrol, partisipasi maupun manfaat atastanah, antara lain dengan menegaskan kembaliUUPA no. 5 tahun 1960 pasal 9 ayat (2), yangmenyatakan bahwa Tiap-tiap warga-negaraIndonesia, baik laki-laki maupun perempuanmempunyai kesempatan yang sama untukmemperoleh sesuatu hak atas tanah serta untukmendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi dirisendiri maupun keluarganya. Hal ini pentinguntuk melindungi perempuan sistem hukum,adat dan budaya yang mendiskriminasi danmeminggirkan perempuan. Selain itu, perlu jugadipastikan bahwa hukum adat tidakmenghilangkan hak perempuan atas tanah,terutama terkait warisan. Perlu ditegaskandalam RUU ini, bahwa perempuan dan laki-lakimemiliki hak yang setara atas tanah warisan.Dengan posisi perempuan sebagai subjek atastanah, membuat mereka wajib mendapatinformasi apapun mengenai wilayah kelolamereka dan terlibat dalam ruang-ruangpengambilan keputusan. Untuk menjamin haktersebut maka dalam bukti kepemilikan, sepertisertifikat wajib mencantumkan nama laki-lakidan perempuan. Selain itu, dapat dituliskansecara tegas dalam ketentuan umum, bahwamasyarakat adalah perempuan dan laki-laki.
3. Pelaksanaan reforma agraria yang adil

genderPelaksanaan reforma agraria wajib memastikanperempuan sebagai subjek, yang terlibat dalamtahapan pelaksanaan reforma agraria. Reformaagraria atau penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatansumber daya agraria, dilaksanakan dalam
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rangka tercapainya kepastian dan perlindunganhukum serta keadilan, termasuk keadilangender, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatIndonesia, antara lain dengan:(a) menegaskan perempuan sebagai subyekdari reforma agraria,(b) mengidentifikasi dan menjamin hakperempuan sebagai subyek penerima tanahobyek reforma agraria beserta programpenunjangnya, termasuk perempuan kepalakeluarga tunggal, dengan memastikanperem-puan juga mendapat peluang yangsama untuk mendapat akses sarana danprasarana pelaksanaan reforma agraria,seperti modal, alat produksi, kredit, dll.;(c) menjamin kepemilikan bersama atas tanahobyek reforma agraria, antara lain denganmemasukkan nama pasangan (laki-laki danperempuan) ke dalam sertifikat tanahobyek reforma agrarian, agar perempuanmemiliki hak yang sama untuk ruangpengambilan keputusan terkait TORA yangmereka kelola, dan juga mendapatkansarana penunjang TORA, seperti modal,serta peningkatan kapasitasSelain itu, perlu dipastikan juga bahwa ReformaAgraria yang adil gender ini, diinformasikankepada masyarakat, baik laki-laki danperempuan. Informasi ini harus dapat dijangkauseluruh masyarakat, termasuk masyarakatmarginal, seperti petani, masyarakat adat, danperempuan.
4. Penyelesaian konflik yang sensitif dan

responsif genderPenyelesaian konflik agraria perlu menggu-nakan pendekatan yang sensitif dan responsifgender, dengan memperhatikan kebutuhan dankepentingan yang berbeda antara perempuandan laki-laki. Dalam hal ini:(a) Pengaturan mengenai penyelesaiankonflik/sengketa harus melibatkanperempuan dalam proses penyele-saiannya,termasuk dalam diskusi terkaitkompensasi/ganti rugi yang terjadi akibatkonflik;(b) Proses rehabilitasi psikologis ataupemulihan ruang sosial pun wajib dilakukan

pasca konflik terjadi, karena sering kaliperempuan dan anak mengalami traumapasca konflik, dimana saat anak-anakmengalami trauma, para perempuanlahyang harus berhadapan dengan situasitersebut;(c) Adanya mekanisme penyelesaian konflikagraria yang menjamin perlindungan hakperempuan untuk mendapatkan informasidan terlibat penuh dalam pengambilankeputusan, serta mampu menjaminpemenuhan hak dan keadilan bagiperempuan, dengan memperhatikan kepen-tingan dan kebutuhan khusus perempuan.Selain itu, penyelesaian konflik, perlu dipastikanprosesnya berlangsung secara transparan, agarmasyarakat dapat terinformasi dan mengikutisetiap tahapannya.
5. Jaminan Partisipasi Penuh PerempuanRUU Pertanahan ini harus dapat memberikanjaminan hak partisipasi perempuan secarapenuh dalam merencanakan penggunaanmaupun pengelolaan tanah, dengan memastikanadanya informasi yang jelas, lengkap danmudah dipahami, serta dapat menjangkauperempuan, sehingga perempuan memilikikesetaraan pemahaman untuk dapat ber-partisipasi secara penuh. Semua prosesperencanaan terkait penggunaan tanah, baikkegiatan pembangunan untuk sarana danfasilitas publik, infrastruktur, aktivitas industri;pertambangan, perkebunan skala besar, proyekdi sektor kehutanan, harus melibatkanperempuan sebagai warga negara yang me-miliki kedudukan dan hak yang sama denganlaki-laki, di mana pelibatan perempuan tidaksekedar mobilisasi kehadiran dalam pertemuan,akan tetapi perempuan berhak menentukan.Misalnya, dalam rencana pembangunan industriperkebunan ataupun,  infrastruktur atas namauntuk kepentingan umum, baik pemerintahataupun swasta berkewajiban mengin-formasikan secara jelas kepada perempuanterkait proyek, dan menghargai pendapatataupun keputusan perempuan apakah setujuatau menolak rencana tersebut tanpa adatekanan atau intimidasi atas keputusan tersebutsebagaimana dalam prinsip Free Prior Inform
Consent (FPIC). Perempuan juga harus diberikan
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